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A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai

Kesadaran Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan

Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Desa Purba Baru Kabupaten

Mandailing Natal Perspektif Siyasah Maliyah, maka dapat ditarik beberapa

kesimpulan sebagai berikut:

1. Rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar PBB-P2 di Desa
Purba Baru dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya keterbatasan
pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang perpajakan,
rendahnya kesadaran terhadap kewajiban hukum, keadaan sosial
ekonomi masyarakat, serta belum maksimalnya sosialisasi dan
komunikasi yang dilakukan oleh pemerintah desa. Berbagai faktor
tersebut memiliki keterkaitan satu sama lain sehingga berpengaruh
terhadap tingkat kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban
PBB-P2. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa masyarakat yang
telah membayar PBB-P2 hanya sekitar 40%, sedangkan sekitar 60%
masyarakat masih belum memenuhi kewajibannya.

2. Langkah yang dilakukan Pemerintah Desa Purba Baru dalam
menghadapi rendahnya tingkat pembayaran PBB-P2 adalah dengan
menanggung atau menutupi kekurangan pembayaran pajak masyarakat
sehingga kewajiban setoran PBB-P2 kepada pemerintah tetap dapat
dipenuhi. Kebijakan tersebut memang dapat membantu memenuhi
kewajiban pembayaran pajak desa dalam waktu dekat, tetapi belum
menjadi solusi terhadap persoalan utama, yaitu rendahnya kesadaran
dan kepatuhan masyarakat. Karena itu, diperlukan strategi yang bersifat
berkelanjutan, seperti meningkatkan kegiatan sosialisasi dan edukasi

mengenai perpajakan, memperbaiki komunikasi antara pemerintah desa
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dan masyarakat, serta memberikan kemudahan dalam proses
pembayaran PBB-P2.

Pelaksanaan kewajiban membayar PBB-P2 di Desa Purba Baru dalam
perspektif siyasah maliyah belum sepenuhnya terlaksana secara
optimal. Ditinjau dari prinsip keadilan, masih terdapat perbedaan antara
masyarakat yang melaksanakan pembayaran pajak dengan masyarakat
yang belum membayarnya. Selain itu, penyampaian informasi dan
proses penagihan kepada wajib pajak juga belum sepenuhnya merata.
Dari aspek kemaslahatan, kebijakan pemerintah desa untuk menutupi
kekurangan pembayaran pajak memang memberikan manfaat dalam
jangka pendek karena kewajiban setoran tetap terpenuhi. Namun,
apabila dilakukan secara terus-menerus, kebijakan tersebut berpotensi
menimbulkan dampak negatif karena sumber daya atau dana desa dapat
digunakan untuk memenuhi kewajiban yang seharusnya menjadi
tanggung jawab masyarakat. Sementara itu, dari prinsip amanah,
pemerintah desa telah berusaha menjalankan tanggung jawabnya
dengan memastikan pembayaran pajak tetap disetorkan secara penubh,
meskipun Kkegiatan sosialisasi dan penyampaian informasi kepada

masyarakat masih perlu ditingkatkan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah

dikemukakan, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1.

Bagi Pemerintah Desa Purba Baru, perlu meningkatkan sosialisasi dan
komunikasi kepada masyarakat mengenai kewajiban membayar PBB-
P2. Informasi mengenai besaran pajak, waktu pembayaran, serta
pentingnya memenuhi kewajiban perpajakan hendaknya disampaikan
secara jelas dan merata kepada seluruh wajib pajak.

Bagi Pemerintah Desa Purba Baru, kebijakan menutupi kekurangan
pembayaran PBB-P2 sebaiknya tidak dijadikan sebagai solusi utama dan

dilakukan secara terus-menerus. Pemerintah desa perlu lebih
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mengutamakan langkah-langkah yang dapat meningkatkan kesadaran
dan kepatuhan masyarakat secara berkelanjutan

Bagi masyarakat Desa Purba Baru, diharapkan dapat meningkatkan
kesadaran dan tanggung jawab dalam memenuhi kewajiban
pembayaran PBB-P2 secara tepat waktu. Pemerintah dan masyarakat
juga perlu bekerja sama dengan menerapkan prinsip keadilan,
kemaslahatan, dan amanah dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan,
sehingga pembayaran PBB-P2 dapat berjalan secara tertib dan

memberikan manfaat bagi pembangunan serta kepentingan bersama.
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